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Pendahuluan
Menurut UU Desa adalah kesatuan masyarakat hukum geografis yang diakui

mempunyai kekuasaan untuk menguasai dan mengurus kepentingan-
kepentingan setempat sesuai dengan hak asal usul dan adat istiadat yang
diakui oleh negara. Desa juga berperan penting dalam memberikan
pelayanan publik No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan desa berguna
untuk mempererat otonomi desa untuk mewujudkan kemandirian daerah
dalam pembiayaan dan bantuan dengan sarana dan prasarana yang
memadai. Dalam pengelolaan anggaran desa, tata kelola pemerintahan
yang baik harus memperhatikan dasar transparansi dan akuntabel sebagai
otoritas atau individu sehingga dipercaya dalam pengelolaan sumber daya
publik dan mampu memberikan transparansi terhadap hal-hal yang terkait
dengan akuntabilitas fiskal, manajerial, dan rencana.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana tingkat pengelolaan akuntabilitas dan transparansi

pertanggungjawaban APBDes.
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Metode

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif yang bersifat interpretatif. Interpretasi
merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku 
secara mendetail, luas terhadap suatu objek dalam penelitian 
dan langsung mengobservasi.
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Hasil

• Akuntabilitas APBDes

Akuntabilitas yang telah dikelola oleh pemerintahan Desa 
Tulangan sudah diterapkan dengan baik dan sudah 
menerapkan prinsip akuntabilitas. Pemerintah desa sendiri juga 
sudah membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban 
APBDes sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Dan dalam 
hal pelaporan pemerintah Desa Tulangan juga sudah 
melakukan pelaporan pertanggungjawaban atas APBDes 
kepada Bupati Sidoarjo.
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• Transparansi APBDes

Transparansi dalam pertanggungjawaban APBDes ini telah 
dilakukan dengan baik salah satunya dengan memasang 
spanduk informasi tentang rancangan biaya selama satu tahun 
kedepannya. Dan pemerinahan desa juga menerima semua 
usulan dan suara masyarakat sehingga menciptakan kerukunan 
antara para perangkat desa dengan masyarakat.
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Pembahasan

• Akuntabilitas

Dalam pengelolaan dan penyusunan angaran pendapatan belanja desa, 
desa Tulangan sudah memenuhi asas asas akuntabel. Akuntabel artinya 
sebuah konsep yang dikenal sebagai transparansi dalam kinerja seseorang 
serta pertanggungjawaban atas tugas yang telah diberikan. Berdasarkan 
Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang berisi tentang pengelolaan 
keuangan Desa dalam pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa dana desa 
harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif yang 
dilakukan dengan tertib dan disiplin terhadap anggaran. Dalam 
pengelolaan keuangan desa, ini dilakukan selama 1 tahun dari 1 Januari 
sampai 31 Desember di tahun berjalan.  Pengelolaan keuangan desa harus 
sesuai dengan prosedur yang ada yaitu :, pelaksanaan, perencanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan petanggungjawaban. 
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• Pelaksanaan dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa 
(APBDes)

Dalam mekanisme pelaksanaan program APBDes, Pemerintah Desa Tulangan juga 
menjelaskan lebih lanjut bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik diawali 
dengan penerimaan dan pencairan dana desa melalui rekening desa yang 
didukung dengan dokumentasi akurat dan terpercaya. Secara teknis, Pemerintahan 
Desa Tulangan telah menerapkan sistem keuangannya dengan baik yang mana 
dana desa yang telah diterima dan dikeluarkan sudah melalui program Siskeudes, 
dan setiap pengeluaran didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan 
terpercaya. Selain telah mewajibkan para aparatur desa dalam menggunakan 
aplikasi tersebut, para aparaur desa juga tidak bisa melakukan pungutan liar diluar 
dari anggaran. Bendahara Desa juga harus melaporkan pertanggungjawaban 
pendapatan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 10 bulan dalam tahun 
berikutnya untuk mempertanggungjawabkan penerimaan dana yang masuk dalam 
kewenangannya.
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• Transparansi

Pemerintah Desa Tulangan selalu mengutamakan prinsip transparansi 
yang dimana selalu mengutamakan keterbukaan akan setiap kebijakan 
anggaran yang telah ditentukan dan dijelaskan  kepada masyarakat tiap 
inti dari rancangan kegiatan yang akan dilakukan dengan anggaran 
tersebut dimasa yang akan datang. Rancangan APBDes tersebut 
merupakan hasil dari musyawarah yang mana selalu mengevaluasi setiap 
kegiatan di tahun lalu untuk dipilih mana yang menjadi skala prioritas dan 
menjadi acuan pula untuk kegiatan kedepannya. Setelah rancangan 
tersebut sudah disusun kemudian baru di umumkan dan 
dimusyayawarahkan kepada masyarakat dengan anggota BPD juga. 
Selain itu bentuk transparansi Pemerintah Desa Tulangan juga dinilai dari 
masyarakat lain pula yang terkait pelaporan dalam hal musyawarah 
pembentukan anggaran APBDes. 
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Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang tingkat 
transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban APBDes di 
Desa Tulangan. Informasi ini penting sebagai acuan pejabat 
publik (politisi) dalam mengevaluai dan merumuskan kebijakan 
ke depan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan 
keuangan desa. 
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